









Asas persamaan kedudukan di dalam hukum (equality before the law) yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Pasal 28 ayat (1) UUD1945, didalam Pasal 5 ayat (1) U.U. No. 14 Tahun 1970 juncto U.U. No. 35 Tahun 1999 juncto U.U. No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, didalam konsideran huruf a dan penjelasan umum huruf 3a KUHAP, Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) U.U. No. 35 Tahun 1999 Tentang HAM, Pasal 10 U.U No. 26 Tahun 2000 Tentang Peradilan HAM, merupakan salah-satu pengakuan Hak Azasi Manusia (HAM). Sebagai suatu negara hukum, maka pengakuan tersebut tidak hanya yang tercantum dalam ketentuan-ketentuan perundang-undangan tersebut, akan tetapi ketentuan-ketentuan perundang-undangan itu haruslah direalisasikan secara nyata, haruslah membumi. Identifikasi masalahnya adalah : 1) Apakah asas persamaan kedudukan di dalam hukum dihubungkan dengan lembaga penangguhan penahanan telah dilaksanakan secara konsisten dalam hal konkrit di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Majalengka? 2) Apa yang menjadi kendala dalam mengimplementasikan asas persamaan kedudukan di dalam hukum tersebut.
Dengan mempergunakan metode pendekatan yuridis normatif dan dibantu yuridis sosiologis atau empiris, dengan jenis penelitian yang bersifat deskriptif analisis akan diselidiki permasalahan-permasalahan yang diidentifikasi itu dalam dua tahap, yakni penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan bahan-bahan pustaka, mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Untuk penelitian lapangan, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. 
Kesimpulan yang dapat ditarik adalah : 1) Asas persamaan kedudukan didalam hukum dihubungkan dengan lembaga penangguhan penahanan (Pasal 31 ayat (1) KUHAP) telah dilaksanakan secara konsisten oleh aparat penegak hukum di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Majalengka. 2) Kendalanya antara lain terdapat pada ketentuan Pasal 31 ayat (1) KUHAP itu sendiri, yang memberikan peluang dan celah bagi aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana untuk bersifat diskriminatif, untuk dapat melakukan penahanan atau tidak melakukan penahanan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Disamping itu kendala yang lainnya adalah sumber daya manusia yang tidak/kurang profesional, kurang bertanggungjawab, kurangnya kesadaran hukum, kurangnya kontrol dan kurangnya sarana penunjang bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.







Suatu negara dikatakan sebagai suatu negara hukum atau “rechtsstaat”, bilamana baik negara ataupun manusia tunduk atas perintah hukum. “Hukumlah yang berdaulat, hukum diatas segala sesuatunya termasuk negara”.​[1]​) 
Indonesia sebagai Negara Hukum atau “rechtsstaat”, dapat dilihat dalam Pembukaan, Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam alinea pertama Pembukaan UUD 1945, dicantumkan perkataan “peri keadilan”, di dalam alinea kedua disebutkan perkataan “adil”, di dalam alinea keempat terdapat perkataan “keadilan sosial”, dan “kemanusiaan yang adil”.​[2]​) 
Peristilahan-peristilahan tersebut menunjukkan pengertian “Negara Hukum” atau “rechtsstaat”, sebab salah satu tujuan hukum adalah meraih keadilan.
Didalam Pasal 1 ayat (3) disebutkan : “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.
Didalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 disebutkan : “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut UUD 1945”.​[3]​) Pasal ini bermakna bahwa Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan harus tunduk dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam UUD 1945.
Didalam Pasal 9 ayat (1) UUD 1945 mengenai sumpah Presiden dan Wakil Presiden menyebutkan: “memegang teguh UUD dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya”​[4]​). Sumpah ini haruslah dijiwai dan mendarah daging dalam diri Presiden dan Wakil Presiden dan benar-benar dilaksanakan secara konkrit dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (law in action).
Indonesia sebagai suatu negara hukum, “rechtsstaat”, harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Sebagai suatu negara hukum, minimal harus mempunyai ciri-ciri tertentu, yakni :​[5]​
1.	Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia;
2.	Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan/kekuatan lain apapun legalitas dari tindakan;
3.	Legalitas negara pemerintah dalam arti kedudukan aparatur negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Sebagai refleksi dari suatu negara hukum antara lain adalah adanya asas kesamaan di dalam hukum dan pemerintahan (the right of legal equality). Mengenai asas kesamaan di dalam hukum dan pemerintahan atau the right of legal quality ini telah dengan tegas dicantumkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang mengatakan : segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.​[6]​)
Hal yang sama dapat pula dilihat didalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang mengatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.
Asas persamaan kedudukan didalam hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, bermakna bahwa setiap orang diakui dan dijamin hak pribadinya, setiap orang, siapapun dia mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat didalam hukum dan pemerintahan. Sebagai konsekuensinya adalah “pasal ini mengharuskan negara untuk tidak memperlakukan orang tidak adil, baik dalam pengadilan maupun pemerintahan. Artinya tidak seorangpun dapat dipaksa melawan kemauan orang lain baik dengan cara ancaman, desakan maupun dengan sikap politis”.​[7]​)
Singkatnya equality before the law bermakna bahwa pemerintah harus memperlakukan secara adil terhadap setiap orang, siapapun, apakah itu manusia  miskin dan orang kaya, orang yang mempunyai kedudukan sosial ekonomi dan sebagainya. Singkatnya tidak ada diskriminasi pemerintah terhadap siapapun.
Bahwa hal-hal yang tertuang di dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945, semuanya bermuara pada pengakuan, bahwa semua orang sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan (equality before the law).
Bilamana asas persamaan kedudukan di dalam hukum ini dihubungkan dengan lembaga penahanan yang tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka siapapun yang diduga melakukan bridal (pidana), untuk kepentingan pemerintahan dapat (tidak harus) dilakukan penahanan dengan syarat memenuhi landasan yuridis dan landasan keperluan.
Penahanan adalah suatu upaya paksa didalam KUHAP yang diatur didalam Bagian Kedua Tentang Penahanan, dimulai dari Pasal 20 sampai dengan Pasal 31 KUHAP.
Upaya paksa adalah suatu usaha atau ikhtiar yang dapat dipaksakan oleh aparat penegak hukum menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, yakni : Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan terhadap seseorang. Dalam kaitannya dengan penahanan, maka upaya paksa (penahanan) berarti usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan) untuk menempatkan seseorang tersangka atau terdakwa ditempat tertentu berdasarkan penetapannya menurut cara yang diatur dalam undang-undang in casu KUHAP.
Penahanan adalah “penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang”. Pasal 1 sub 21 (KUHAP)​[8]​)
Untuk dapat melakukan penahanan (detention) haruslah memenuhi landasan yuridis dan landasan keperluan.Landasan yuridis mengenai penahanan ini diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP yang menyatakan :”penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :
1.	Tindak pidana itu diancam pidana penjara lima tahun atau lebih;
2.	Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 480, dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), Pasal 25, Pasal 26 Rechten Ordonantie (pelanggaran terhadap ordonansi Bea Cukai).​[9]​)
“Landasan keperluan, dapat menitikberatkan pada keadaan atau keperluan penahanan itu sendiri”,​[10]​) hal ini dapat dilihat dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP berupa adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran :
1.	Tersangka atau terdakwa melarikan diri;
2.	Merusak atau menghilangkan barang bukti;
3.	Dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana;
  Dengan demikian setiap anggota masyarakat, apakah ia seorang pejabat atau rakyat, apakah ia seorang menteri atau petani, apakah seorang konglomerat atau rakyat melarat, bilamana diduga melakukan tindak pidana, asal saja telah memenuhi landasan yuridis dan landasan keperluan untuk kepentingan pemeriksaan (penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan), orang tersebut dapat (tidak harus) dilakukan penahanan. Singkatnya tidak ada diskriminasi dalam pengenaan penahanan ini terhadap siapapun. 
Beberapa kasus yang aktual, yang menarik dan menjadi sorotan publik, tampaknya implementasi penahanan ini ambivalen, mandul dalam menghadapi kasus-kasus yang melibatkan orang-orang besar kekuasaannya, orang-orang yang dekat dengan lingkaran kekuasaan, konglomerat, orang-orang yang mempunyai status sosial ekonomi tinggi, orang-orang yang berpengaruh di bidang politik dan pemerintahan, maka aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan penahanan terhadap orang-orang tersebut, yang diduga melakukan tindak pidana, asas persamaan didalam hukum ini menghadapi batu karang yang terjal, keras, dan kandas. Berbeda halnya kalau rakyat miskin dan papa, anggota masyarakat yang termarginalisasi dan yang tidak mempunyai akses di dalam kekuasaan dan sebagainya, yang diduga melakukan tindak pidana, maka dapatlah dikatakan bahwa aparat penegak hukum tanpa hambatan dapat mengimplementasikan penahanan ini. Ada diskriminasi perlakuan dalam mengimplementasikan penahanan ini dari aparat penegak hukum terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana (melihat status sosial ekonomi, jabatan, akses dalam pemerintahan dan lain-lain sebagainya).
Kalau demikian halnya, asas equality before the law tampaknya tidaklah sebagaimana yang diharapkan, tidak menjadi suatu hal yang konkrit, nyata. Dalam hal ini yang pokok adalah law in action, not talk only, sebab kalau asas ini tidak membumi atau hanya sebatas retorika belaka, maka tidaklah menghasilkan optimisme. Dengan perkataan lain terdapat gap, terdapat kesenjangan antara das sollen dan das sein. Seharusnya das sollen itu sinkron dengan das sein, apa-apa yang diharapkan haruslah sesuai dengan kenyataan.
Menghadapi kasus besar, populer dan mendapat sorotan khalayak ramai dengan nama white collar crime, maka dapatlah dikatakan implementasi asas ini pilih bulu, pilih tebang. Pilih tebang artinya kasus-kasus kuat yang indikasinya sebagai suatu tindak pidana dipilih-pilih, setelah dipilh-pilih (disortir) barulah ditebang, yakni dilakukan pemeriksaan, penuntutan dan melimpahkan kasusnya ke Pengadilan Negeri yang berwenang. Tegasnya ada diskriminasi dalam mengimplementasi asas kesamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan. Kasus-kasus dibawah ini menunjukkan bahwa asas tersebut tidak diimplementasikan sebagaimana mestinya.
Asas persamaan dimuka hukum tidaklah secara eksplisit tercantum di dalam KUHAP. Asas ini hanya tercantum dalam penjelasan resmi KUHAP. Namun merupakan bagian yang tidak terpecahkan dari KUHAP.​[11]​)
Asas ini ditempatkan sebagai asas ke-1(satu)) yang menunjukkan betapa pentingnya asas ini dalam tata kehidupan hukum (acara) pidana di Indonesia.
Asas persamaan di muka hukum hanya dilaksanakan sebaik-baiknya oleh aparat penegak hukum dalam hal-hal konkrit. Sebab asas ini merupakan roh, jiwa dari KUHAP. Asas ini merupakan politik pemerintah (orde baru) dalam menghadapi, menangani perkara-perkara pidana yang terjadi di dalam masyarakat.
Lembaga penahanan di dalam KUHAP diatur dari Pasal 20 sampai dengan Pasal 31, Bab V bagian ke-2. Pasal 31 KUHAP merupakan pengecualian dari pasal-pasal sebelumnya yang menyangkut, mengatur tentang bagaimana penangguhan penahanan itu dilakukan, tidak ditentukan syarat-syaratnya secara lengkap dan terperinci sehingga menimbulkan, membuat celah-celah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (a buse of power). Mengingat asas persamaan dimuka hukum merupakan jiwa, roh dari KUHAP, maka penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana asas persamaan dimuka hukum ini dikaitkan dengan Pasal 31 KUHAP tentang penangguhan penahanan, oleh karena itu penulis memberanikan diri untuk membuat judul Tesis :
“ASAS PERSAMAAN HAK DIMUKA HUKUM (EQUALITY BEFORE THE LAW) MENURUT PASAL 27 AYAT (1) UUD 1945 DIKAITKAN DENGAN PENANGGUHAN PENAHANAN, PASAL 31 AYAT (1) KUHAP DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PRAKTEK”.

B.	Identifikasi Masalah
Berpangkal tolak dari latar belakang penelitian tersebut diatas, maka kiranya identifikasi masalahnya adalah :
1.	Apakah asas persamaan dimuka hukum menurut Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dihubungkan dengan Lembaga Penangguhan Penahanan telah diimplementasikan secara konsisten dalam sistem peradilan pidana didalam KUHAP?






              Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis, ini dapat menggambarkan fakta-fakta yang timbul dari masalah-masalah yang peneliti teliti yang kemudian akan dianalisis sebagai berikut :
1. Spesifikasi Penelitian 
Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yang artinya menggambarkan fakta-fakta berupa data sekunder (data yang sudah ada) yang terdiri dari bahan hukum primer (perundang-undangan), bahan hukum sekunder (doktrin), dan bahan hukum tersier (opini masyarakat).​[12]​)
2. Metode Pendekatan 
Peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif,​[13]​) yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dari masalah yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut. Metode pendekatan ini digunakan mengingat permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan serta kaitannya dengan penerapan dalam praktik. 
3.   Tahap Penelitian
Penelitian dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, pada penelitian sekunder dilakukan dengan cara inventarisir, penelitian lapangan diantaranya membuat pertanyaan dan wawancara, oleh karena itu penelitian dibagi menjadi dua tahapan :
a.  Penelitian Kepustakaan
Penelitian ini mengutamakan  meneliti, menganalisis dan mengkaji : 





A.	Azas Persamaan Didalam Hukum Menurut Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 Dihubungkan Dengan Lembaga Penangguhan Penahanan Dan Implementasinya Didalm Praktek 
Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyekdalam arti luas yaitu sebagai upaya penegakan hukum yang melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya apratur penegakkan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan upaya daya paksa.
Pengertian penegakkan hukum dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. 
Dalam arti luas penegakkan hukum itu mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu penerjemahan istilah “law enforcement” ke dalam bahasa Indonesia dapat diartikan “Penegakkan Hukum” untuk istilah lainnya digunakan istilah “Penegakkan Peraturan”. Istilah hukum disini hendaknya tidak hanya diartikan undang-undang akan tetapi juga nilai-nilai sebagai sumber hukum diluar undang-undang.​[15]​
Atas dasar uraian diatas, jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakkan hukum kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku untuk setiap perbuatan hukum, baik perilaku para subyek hukum yang bersangkutan maupun perilaku aparatur penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.​[16]​
Norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materiil. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis sedangkan hukum materiil mencakup pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (nilai-nilai sebagai sumber hukum diluar undang-undang).
Ada alasan-alasan yuridis dan keperluan dalam melakukan penahanan atau melakukan penangguhan penahanan terhadap tersangka/terdakwa, muaranyaberujung pada subyektivitas aparat penegak hukum, aparat pengak hukum mempunyai pandangan dan diskresi dalam melakukan penahanan atau tidak melakukan penahanan terhadap tersengka/terdakwa.
Berkenaan dengan hal tersebut, maka Soerjono Soekanto mengatakan : “penegakkan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan peraturan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law envorcement begitu populer”​[17]​). Kalau mengacu pada pendapat tersebut, maka ini berarti bahwa tidak ada pilih tebang dalam mengimplementasikan penahanan atau penangguhan  terhadap siapapun yang tersangkut suatu tindak pidana (sesuai asas persamaan kedudukan didalam hukum), akan tetapi tebang rata dan tebang tuntas dalam mengimplementasikan penahanan atau penangguhan tersebut. Sebab terdapatnya asas persamaan kedudukan didalam KUHAP mempunyai dampak positif berupa tercapainya tujuan yang terdapat dalam konsideran huruf a dan c KUHAP dan Penjelasan Umum butir 3a KUHAP. Dengan memahami asas persamaan kedudukan didalam hukum yang terdapat didalam KUHAP, ini berarti memotivisir aparat penegak hukum untuk mengimplementasikan secara konsisten asas tersebut  terhadap siapapun yang diduga melakukan tindak pidana.
Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa “mengenai asas hukum berarti membicarakan unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Bahkan beliau menyebutkan asas hukum sebagai jantungnya peraturan hukum, karena ia selain sebagai landasan juga sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum. sehingga peraturan-peraturan hukum pada akhirnya harus dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum ini layak disebut alasan bagi lahirnya suatu peraturan hukum atau merupakan ratio legis”.​[18]​) 

B.	Faktor-Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Penangguhan Penahanan Di Dalam Praktek
Semua manusia ciptaan Allah SWT adalah sama, dan yang membedakannya hanyalah ketaqwaannya. Orang-orang yang beragama Islam dan yang beriman harus meyakini firman-firman Allah SWT dan mengamalkannya di dalam praktek kehidupan sehari-hari dalam masyarakat.
Dalam surat Al Maidah ayat 18, Allah berfirman : “hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali karena kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adil-lah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.​[19]​
Al-Quran surat Al Hujarad ayat 13 mengatakan : “hai manusia sesungguhnya Aku menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.​[20]​) 
Manusia diciptakan oleh Allah SWT dalam keadaan bebas dan merdeka (men are created free by the creator) dan manusia mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum (equality before the law) dan hak kebebasan ini merupakan hak azasi manusia (human rights)
Didalam Virginia Bill of Rights dan The Four Fredooms dari Roosevelt, disebutkan pula hak azasi-hak azasi manusia, yakni : ​[21]​)
1.	Freedom from wants (bebas dari kemelaratan)
2.	Freedom from fear (bebas dari rasa takut)
3.	Freedom of Speech (bebas mengeluarkan pendapat)
4.	Freedom of Religion (bebas beragama)
Hak-hak azasi manusia meniadakan ide Pemerintah yang absolute, otoriter, sebab hak azasi manusia merupakan hak-hak yang tidak dapat dieliminir, ditiadakan termasuk hak kebebasan manusia untuk bergerak dan bepergian. Namunpun demikian hak tersebut tidak dapat dilepaskan dari kewajiban. Kewajiban untuk mentaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, yang bertujuan untuk ketertiban, ketenteraman dalam pergaulan masyarakat. Dengan perkataan lain telah ada tuntutan agama, moral, kesusilaan, dan hukum agar manusia berperilaku baik, pantas dan menghargai hak azasi manusia yang semuanya bertujuan untuk ketertiban, keamanan dalam pergaulan masyarakat.
Hukum Acara Pidana yang termaktub dalam KUHAP, yang berlaku 31 Desember 1981, memuat azas, fundamen, yakni azas persamaan di muka hukum. Semua azas yang terdapat dalam KUHAP, dijalankan oleh manusia-manusia yang mempunyai kelemahan-kelemahan dan keterbatasan-keterbatasan , kesilafan-kesilafan sehingga kadangkala azas equality before the law terjadi penyimpangan-penyimpangan (distorsi) di dalam praktek. Singkat kata dalam menegakkan azas persamaan di muka hukum tersebut kadangkala terdapat diskriminatif.
Masalah inti dari penegakkan hukum (law enforcement) sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatif  terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah : ​[22]​) 
1.	Faktor hukumnya – khusus undang-undang
2.	Faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3.	Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

4.	Faktor masyarakat (lingkungan dinamis hukum tersebut berlaku atau diterapkan)
5.	Faktor kebudayaan ( hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan masyarakat. 
Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan berhubungan sebab hal ini merupakan essensi dari penegakan hukum. 
Dalam berlakunya suatu undang-unang terdapat beberapa azas yang tujuannya agar supaya undang-undang mempunyai dampak positif. Azas-azas tersebut antara lain :​[23]​)
1.	Undang-undang tidak berlaku surut; artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut didalam undang-undang tersebut serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.
2.	Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
3.	Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Artinya terhadap peristiwa khusus  wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu. 
4.	Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu; artinya undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut.
5.	Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
6.	Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian atau pembaharuan; artinya supaya pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang.




Berkaitan dengan azas persamaan kedudukan di dalam hukum, maka akan dicoba untuk menganalisanya dengan teori efektivitas hukum dari Friedman diatas dan teori-teori yang telah disinggung sepintas dihalaman sebelumnya. 
Sub.1. Cara-cara introduksi
Dapatlah dikatakan bahwa selama ini sebagian besar masyarakat belum mengetahui proses pemeriksaan perkara tindak pidana pada setiap tingkat pemeriksaan sebagaimana diatur didalam KUHAP.
“cara-cara introduksi yang dikemukakan atau memperkenalkan hukum (Friedman) kepada masyarakat, membawa dampak positif bagi masyarakat. Masyarakat menjadi mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka, dari mengetahui maka mereka akan mengerti ketika hak dan kewajibannya dipermainkan, dari mengerti menjadi menghormati, sehingga akhirnya mentaati secara ikhlas”.​[26]​
Maknanya adalah syarat-syarat introduksi yang dikemukakan oleh Friedman ini diarahkan kepada sebuah tujuan akhir yaitu kesadaran hukum. Dengan  perkataan lain kesadaran hukum itu adalah salah satu syarat evektifitas hukum. Dengan demikian apabila syarat cara-cara introduksi yang ditampilkan Friedman ini dikaitkan dengan teori kesadaran hukum (rechtsbewustzijn) Berl Kutchinky (Denmark),​[27]​) maka akan diketemukan titik persamaan antar faktor pengetahuan terhadap hukum yang berlaku, pengetahuan tentang isi hukum, dan sikap hukum dari teori kesadaran hukum dengan syrat cara-cara introduksi dari teori efektivitas hukum.    
Dalam hubungan ini maka sebenarnya tidak tertutup kemungkinan ada kelompok yang bisa dikatakan mengetahui proses pemeriksaan perkara tindak pidana yang justru tidak mengindahkan, tidak menghormati dan tidak mematuhi secara ikhlas asas tersebut.
Bahwa kelompok yang dimaksudkan disini adalah oknum anggota masyarakat dan dalam hal ini termasuk pula oknum aparat penegak hukum yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Walaupun demikian tidaklah berarti penghambat terselenggaranya asas persamaan kedudukan di dalam hukum hanya ada di pihak aparat penegak hukum oleh karena tidak semua aparat penegak hukum berperilaku buruk; jadi ada pula  aparat penegak hukum yang berperilaku baik.




1.	Struktur hukum adalah pola yang memperhatikan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini memperlihatkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan lain-lain badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.
Dengan perkataan lain “struktur ini didalamnya termasuk struktur institusi-institusi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Struktur diibaratkan sebagai mesin.​[29]​)
2.	Substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melakukan perbutan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum. Jadi substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup living law, bukan hanya aturan yang ada dalamkitab undang-undang atau law books 
3.	Kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Pemikiran dan pendapat ini sedikit menjadi penentu jalannya proses hukum. Jadi kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa kultur hukum, maka sistem hukum itu sendiri tidak berdaya. Singkatnya kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu (struktur) serta memutuskan bagaimana mesin itu digerakkan”.​[30]​) 
Ketiga wilayah hukum tersebut merupakan derivasi (asal mula) dari konsep sistem hukum yang bersifat sosiologis yang dikemukakan Lawrence Meir Friedman. Dengan demikian berbicara tentang aparat penegak hukum berarti pembicaraan tersebut memasuki satu wilayah hukum yaitu komponen struktural (institusi-institusi penegak hukum) 
  
 Penegakkan hukum adalah tahap akhir dari proses hukum dimana awalnya adalah pembuatan hukum, demikian Satjipto Rahardjo. Jika pendapat tersebut dikaitkan dengan KUHAP sebagai undang-undang merupakan salah satu hasilpembuatan hukum.
Mengenai substansi KUHAP, mak Romli Atmasasmita mengatakan : perlu dikaji ulang substansi KUHAP yang menyebabkan tersumbatnya proses……., karena apabila ditelaah akan ditemukan beberapa ketentuan KUHAP yang berpotensi mempengaruhi …….., peluang terjadinya penyimpangan ……,”​[31]​)  Dikaitkan dengan asas persamaan kedudukan di dalam hukum ini, maka adanya celah-celah yang berpotensi untuk disalahgunakannya ketentuan Pasal 31 ayat (1) KUHAP terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu tidak pidana, karena dalam ketentua tersebut faktor subjektivitas cukup dominan dalam penerapan pasal tersebut terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana.
Adanya peluang atau celah-celah tersebut, berpotensi terjadinya penyalahgunaan ketentuan hukum oleh aparat penegak hukum (a buse of power).  Kesemuanya itu berawal mula dari ketentuan undang-undang, karena peluang atau celah dalam undang-undang memungkinkan untuk itu.
Sub.2. Sanksi
Dengan adanya peluang yang diberikan oleh undang-undang untuk terjadinya pelaksanaan yang subjektivitas dari ketentuan Pasal 31 ayat (1) KUHAP, juga merupakan manifestasi pengingkaran terhadap asas persamaan kedudukan didalam hukum ditambah lagi ketiadaan sanksi atas tidakan tersebut, menyebabkan implementasi asas persamaan kedudukan didalam hukum tidak sebagaimana yang diharapkan. Sanksi disini adalah sanksi yang ditujukan kepada aparat penegak hukum yang mengimplementasikan asas persamaan kedudukan di dalam hukum yang pilih tebang, bukan tebang rata dan tuntas. Sebab dari hasil penelitian, tidak ada sanksi terhadap aparat penegak hukum bilamana tidak melakukan penahanan terhadap tersangka, terdakwa kendatipun telah memenuhi syarat-syarat yuridis (walaupun tidak harus) karena faktor subjektivitas yang dominan. Melakukan penahanan atau tidak melakukan penahanan (penangguhan penahanan)  semuanya berpulang pada aparat penegak hukum. Tidak adanya sanksi terhadap aparat penegak hukum dalam menegakkan asas persamaan kedudukan di dalam hukum terhadap tersangka, terdakwa membuat pengenaan penangguhan penahanan ini sulit dikontrol. Artinya, apakah benar-benar diperlukan penahanan atau tidak perlu dilakukan penahanan. Ketidak berhasilan mengimplementasikan asas persamaan kedudukan di dalam hukum (dalam hal penangguhan penahanan), karena ketidak berhasilan dari aparat pengak hukumlah penyebabnya. 
Faktor-faktor tertentu berperan pula dalam mengimplementasikan lembaga penangguhan penahanan atau tidak melakukan penahanan tersebut. Seharusnya ada komitmen yang kuat untuk menjunjung tinggi asas persamaan kedudukan didalam hukum dari aparat penegak hukum dan seluruh masyarakat.
Bagaimanapun juga penegakkan hukum itu tujuan akhirnya berujung pada ketertiban (order), keadilan (justice), dan kepastian (certainty). Dalam arti kata persamaan kedudukan didalam hukum dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.
Ketiadaan sanksi bagi aparat penegak hukum dalm mengimplementasikan asas persamaan kedudukan di dalam hukum terhadap tersangka, terdakwa menyebabkan asas tersebut hanya dapat dinikmati oleh upper class society, sedangkan masyarakat yang terpinggirkan, yang tidak mempunyai akses didalam kekuasaan, yang tidak mempunyai status sosial, ekonomi, politik dan lain-lainnya tidak dapat menikmati asas tersebut.

Sub.3. Pelaksanaan
Adalah suatu fakta yang sulit dipungkiri, bahwa terjadinya ketidak adilan dalam proses peradilan pidana in casu dalam mengimplementasikan asas persamaan kedudukan di dalam hukum terhadap tersangka, terdakwa yang tersangkut perkara pidana.
M. Yahya Harahap mengatakan : “pemerasan (blackmail) yang dilakukan aparat penegak hukum, adanya permainan kolusi (collution), berupa persekongkolan curang (fraudulent) atau ketidakjujuran (deceit), dalam pemeriksaan tindak pidana, untuk membenarkan kebohongan, untuk mengalahkan yang jujur dan benar yang terjadi di setiap instansi mulai dari penyidik, penuntut umum dan hakim sebagai benteng terakhir ikut terseret”.​[32]​)  
Demikian pula halnya dalam mengimplementasikan asas persamaan kedudukan di dalam hukum ini, hal-hal yang diungkapkan diatas tidaklah keliru (berdasarkan hasil penelitian adanya faktor tertentu, faktor x). Maka tidaklah salah bahwa asas persamaan kedudukan di dalam hukum hanya dinikmati oleh kaum the have, orang-orang kaya, orang-orang yang mempunyai akses di lingkaran kekuasaan sedangkan kaum papa dan miskin, masyarakat yang terpinggirkan, hanya meratapi keadaan yang menyelimuti diri mereka. Orang-orang kaya, orang-orang yang mempunyai akses di lingkaran kekuasaan bisa mengatur hukum. Keadilan hanyalah bagi mereka yang mempunyi uang, kekuasaan, yang mempunyai akses dalam lingkaran kekuasaan, sedangkan masyarakat miskin, papa, yang tidak mempunyai apa-apa, maka untuk memperoleh, menikmati asas persamaan kedudukan  di dalam hukum seperti pungguk merindukan bulan, suatu hal yang utopia, Bahkan orang-orang yang belum berurusan dengan aparat penegak hukum pun sudah berapriori terhadap dunia peradilan. Namun demikian masih banyak masyarakat yang percaya dan menyerahkan permasalahan mereka untuk diselesaikan melalui pengadilan berdasarkan ketentuan hukum. Dan inilah satu-satunya jalan yang ada untuk menuntut keadilan.
Satjipto Rahardjo menjelaskan : “mengapa hukum tetap dipakai dan 
dijalankan, karena secara substansial orang tetap menginginkan ketertiban”.​[33]​) 
Menurut Soerjono Soekanto, bahwa hukum itu menyangkut pula perilaku nyata dari pelaksana peranan, yakni para penegak hukum, yang disatu pihak menerapkan peraturan perundang-undangan dan dilain pihak melakukan diskresi dalam keadaan tertentu”.​[34]​)  Berkaitan dengan ini, Taverne mengatakan: “bukan rumusan undang-undang yang menjamin kebaikan hukum acara pidana tetapi hukum acara pidana yang jelekpun dapat menjadi baik jika pelaksanaan ditangani oleh aparat penegak hukum yang baik”.​[35]​)  Intinya adalah dengan penegak hukum yang baik, hukum dapat dijalankan kendatipun undang-undangnya jelek. Jadi semuanya ini kembali kepada manusianya (man behind the law).  




Memuat kesimpulan yang merupakan  jawaban terhadap identifikasi masalah  dan diakhiri dengan saran. Adapun kesimpulan dan saran tersebut sebagai berikut :
A.	Kesimpulan
1.	Lembaga penangguhan penahanan (detention) yang tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dihubungkan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang merupakan azas equality before the law (asas persamaan, kesederajatan di muka hukum) telah diterapkan dalam kasus tindak pidana korupsi ( Nurjamaludin Spdi bin Sudirman dan Ori Sahori S.Pd bin Amin ) di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Majalengka. Perkara Nomor : PDS-01/0.2.23/Fd.1/04/2015 atas nama terdakwa Nurjamaludin S.Pdi bin Sudirman dan Perkara Nomor : PDS-02/0.2.23/Fd.1/04/2015 atas nama terdakwa Ori Sahori S.Pd bin Amin. Permohonan keluarga terdakwa dan Penasehat Hukumnya  telah memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat ((1) KUHAP, disamping persyaratan-persyaratan lainnya (tidak akan melarikan diri,tidak menghilangkan barang bukti, apabila suatu saat diperlukan segera dapat dihadapkan ke pihak yang berwenang). Kendatipun para terdakwa orang-orang biasa (tidak mempunyai status sosial ekonomi yang tinggi, bukan high society level, bukan politisi dan sebagainya). Fakta membuktikan  permohonan-permohonan keluarga-keluarga para terdakwa dan penasehat hukumnya dikabulkan. Dalam kasus tindak pidana korupsi ini telah diterapkan azas equality before the law.
2.	Faktor-faktor yang menghambat dalam menerapkan azas persamaan kedudukan di dalam hukum (equality before the law) dihubungkan dengan lembaga penangguhan penahanan pada Pasal 31 ayat (1) KItab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memberikan peluang untuk tidak melakukan penangguhan penahanan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana (khususnya tindak pidana korupsi), unsur subjektivitas dari aparat penegak hukum sangat dominan dalam hal ini. Hal ini yang bisa bermuara a busy of power dari aparat penegak hukum itu sendiri. Human Resourche (sumber daya manusia aparat penegk hukum) yang tidak/kurang professional, tidak bertanggung jawab, tidak mempunyai kesadaran hukum yang tinggi akan makna azas persamaan di muka hukum dalam mengoperasionalkan ketentuan undang-undang. Kultur hukum dari aparat penegak hukum yang harus memberikan contoh dan suri tauladan, adanya budaya malu (shame of culture) dan budaya hukum ini berlaku bagi masyarakat. Faktor sarana penunjang bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan ketentuan-ketentuan perundang-undangan demi terwujudnya asas persamaan kedudukan di dalam hukum (tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun)
B.	Saran
1.	Pasal 31 ayat (1) KUHAP perlu dilakukan evaluasi secara kritis sehingga celah-celah dan peluang-peluang yang terdapat di dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP berpotensi terjadinya a buse of power oleh aparat penegak hukum dari tingkat penyidikan, penuntutan dan di tingkat pengadilan. Umpamanya dibentuk suatu lembaga independen untuk meneliti dan menelaah apakah cukup alasan dan rasional untuk dilakukan penahanan atau tidak dilakukan penangguhan penahanan
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